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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Evaluasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang telah dilakukan oleh penulis dengan 

menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003) yang di dalamnya 

terdapat enam kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas 

dan ketepatan yang dapat disimpulkan pada tabel 4.4. 

Setelah dilakukan penelitian mengenai evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 

Lima dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tidak berjalan dengan baik sebab setelah dievaluasi 

dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), PKL 

Gading Fajar selaku penerima kebijakan hanya memperoleh penataan dan belum 

memperoleh pemberdayan. 

Lemahnya koordinasi pihak terkait yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Sidoarjo dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo (Satpol 

PP) Kabupaten Sidoarjo menyebabkan proses penataan dan pemberdayaan PKL 

Gading Fajar tidak berjalan baik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016. 
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5.2 Saran 

1. Perlunya pengawasan langsung dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Sidoarjo dalam menangani penataan dan pengawasan PKL ini 

sehingga dapat terdeteksi permasalahan yang berada di PKL Gading Fajar dan 

ditemukan solusi untuk menanganinya. 

2. Perlunya dibuat team kolaboratif yang dibentuk untuk melaksanakan penataan 

dan pemberdayaan PKL Gading Fajar sehingga pelaksanaannya dapat berjalan 

lebih maksimal karena adanya kerja sama pihak yang berwenang dalam 

menangani penataan dan pemberdayaan PKL, sehingga tidak memberatkan 

Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. 

3. Perlunya dibahas mengenai anggaran penataan dan pemberdayaan PKL 

Gading Fajar sehingga lahan relokasi yang diberikan dapat terawat dan 

berfungsi sebagai mana mestinya. 

 


